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ABSTRACT
This is a research after state responsibility for the damages suffered by tourists in 
relation with the violation of the right to tourism as a part of Human Rights, aims to describe 
and analyze about the liability of Indonesian Government to respect, protect and fulfill the 
right of every individual toward to enjoy his/her rights to tourism under Article 28I (4) of 
the Indonesian Constitution Year 1945 and Article 8 Statute Number 39 Year 1999 regarding 
Human Rights. Furthermore this research is willing to assess the circumstances that might 
create a possibility for tourists to file a claim of compensation against the Indonesian 
Government for the losses suffered as a result of the failure/the negligence of Indonesian 
Government to fulfill its responsibilities. Based on statement mentioned above, the question 
arises, whether in concept, tourists are able to file a claim of compensation against the 
Indonesian Government in relation with the recognition of the right to tourism as a part of 
Human Rights? And also in terms of how tourists can possibly file a claim of compensation 
against the Indonesian Government? The method used in this research is the method of 
normative legal research using the statute approach, the comparative approach as well as 
the conceptual approach. Based on the research that has been done, the conclusion is that 
in concept tourists can file a claim of compensation against the Indonesian Government, if 
they can prove that the damage or loss is caused by a violation of Human Rights conducted 
by the Indonesian Government and the result of this research further shows that the claim 
should be filed together with stating prove that the Indonesian Government has conducted a 
violation of the rights to tourism as a part of Human Rights. 
Keywords: Claim of compensation, Damages suffered, Human Rights, Violation of right 
to tourism.
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I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah
Pemkran hak berwsata sebaga 
bagan dar hak asas manusa bermula dar 
pernyataan bagan menmbang huruf (b) 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 
tentang Keparwsataan (UU 10/2009) yang 
menyatakan bahwa kebebasan melakukan 
perjalanan dan memanfaatkan waktu luang 
dalam bentuk berwsata merupakan bagan 
dar hak asas manusa. Pasal 19 UU 10/2009 
membag hak berwsata menjad hak setap 
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orang untuk memenuh kebutuhannya untuk 
berwsata, bekerja dbdang parwsata, 
menjad pengusaha parwsata dan turut 
berpartspas dalam penyelenggaraan 
keparwsataan d Indonesa. Hak berwsata 
yang dmaksud dalam peneltan n hanyalah 
terbatas pada hak setap orang untuk 
memenuh kebutuhannnya untuk berwsata. 
Pemkran tentang hak berwsata 
sebaga hak asas manusa tdak hanya 
tertuang dalam ketentuan UU 10/2009 
yang bersfat nasonal saja, namun terdapat 
pula beberapa ketentuan nternasonal yang 
memlk pemkran yang sejalan dengan 
UU 10/2009 dantaranya Pasal 13 Deklaras 
Unversal Hak Asas Manusa (DUHAM) 
yang mengatur hak setap orang untuk 
bergerak dan berpndah melewat batas-
batas wlayah negara dan Pasal 24 DUHAM 
tentang hak setap orang atas strahat dan 
har lbur termasuk pembatasan jam kerja 
yang layak dan har lbur berkala dengan 
tetap menerma upah. Ketentuan tersebut 
secara eksplst mengandung pemkran hak 
berwsata sebaga hak asas manusa karena 
kegatan berwsata dentk dengan pergerakan 
manusa dar satu daerah ke daerah lannya 
dan juga untuk tujuan berlbur serta mencar 
kesenangan.
Pasal 7 (dan) dan Pasal 15 (1) a 
International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Right (ICESCR)  juga memlk 
pengaturan yang sama dengan ketentuan 
dalam DUHAM tersebut d atas. Selan tu 
terhadap pula prnsp-prnsp dalam Global 
Code of Ethics for Tourism (GCET) yang 
mengatur prnsp-prnsp keparwsataan 
termasuk prnsp yang menegaskan tentang 
hak untuk berwsata dan hak kebebasan 
wsatawan untuk bergerak dan berpndah. 
Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut 
d atas dapat dpaham bahwa hak berwsata 
sebaga hak asas manusa telah daku bak 
secara nasonal maupun nternasonal. 
Pengakuan hak berwsata sebaga 
hak asas manusa juga berart menerapkan 
prnsp-prnsp hak asas manusa kedalam 
hak berwsata. adapun prnsp-prnsp 
hak asas manusa yang dmaksud adalah 
prnsp unversaltas, prnsp permartabatan 
terhadap manusa, prnsp non dskrmnas, 
prnsp persamaan, prnsp tdak dapat 
dpsah-psahkan, prnsp hak yang tdak bsa 
dpndahkan/drampas/dpertukarkan dengan 
hal tertentu, prnsp salng ketergantungan, 
dan prnsp tanggung jawab (responsibility).2 
Terkat dengan prnsp tanggung jawab 
dalam hak asas manusa terdapat 3 
bentuk kewajban yang harus dlakukan 
yatu kewajban untuk menghormat (an 
obligation to respect), kewajban untuk 
melndung (an obligation to protect) dan 
kewajban untuk memenuh (an obligation 
to fulfill)3  yang mana kewajban-kewajban 
tersebut berdasarkan Pasal 28I ayat (4) 
Undang-Undang Dasar Negara Republk 
Indonesa Tahun 1945 (UUD NRI 1945) 
2 R. Herlambang Perdana Wratraman, 2005, 
Konstitusionalisme dan Hak-Hak Asasi Manusia 
(Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum 
Yurdka Vol. 20 No.I Januar 2005, Unverstas 
Arlangga, Surabaya, hlm. 3., terseda d www.pustaka.
unpad.ac.d, dakses 21 November 2014.
3 Chrstan Tomuschat, 2008, Human Rights between 
Idealism and Realism, Oxford Unversty Press, 
Oxford, Page, 43.
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dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusa (UU 
39/1999) dbebankan kepada negara. Hal n 
berart bahwa Pemerntah negara Indonesa 
memlk kewajban untuk menghormat, 
melndung dan memenuh hak berwsata 
sebaga hak asas manusa.
Kewajban negara Indonesa dalam 
menghormat, melndung dan memenuh 
hak berwsata sebaga hak asas manusa 
tercermn dalam ketentuan Pasal 23 
UU 10/2009 yang mengatur tentang 
kewajban Pemerntah dan Pemerntah 
Daerah untuk memberkan nformas 
keparwsataan, perlndungan hukum, 
keamanan dan keselamatan wsatawan 
selan tu Pemerntah dan Pemerntah 
Daerah dwajbkan juga untuk mengawas 
dan mengendalkan kegatan keparwsataan 
guna mencegah dan menanggulang dampak 
negatf keparwsataan terhadap masyarakat 
luas. Sebagamana datur dalam ketentuan 
tersebut, Pemerntah dan Pemerntah 
Daerah wajb memberkan keamanan dan 
keselamatan para wsatawan. Maka dar tu 
Pemerntah dan Pemerntah daerah harus 
menjamn bahwa fasltas dan nfrastruktur 
pendukung penyelenggaraan keparwsataan 
telah memenuh standar keamanan dan 
keselamatan yang telah dtentukan. Hanya 
saja yang menjad permasalahan saat 
n adalah belum ada standar keamanan 
dan keselamatan yang dapat dgunakan 
sebaga acuan dalam memberkan layanan 
keparwsataan dan juga belum ada ketentuan 
yang mengatur tentang konsekuens yurds 
jka negara Indonesa ternyata melakukan 
pelanggaran terhadap hak berwsata sebaga 
hak asas manusa.
Pelanggaran hak berwsata sebaga 
hak asas manusa salah satunya dapat 
terjad jka negara Indonesa gagal dalam 
memberkan jamnan keamanan dan 
keselamatan wsatawan sebagamana datur 
dalam Pasal 23 UU 10/2009 dan apabla 
kegagalan tersebut menmbulkan kerugan 
bag wsatawan secara prbad bak kerugan 
materl maupun mmateral sapakah yang 
bertanggung jawab untuk menggant kerugan 
tersebut. Apakah wsatawan dapat menuntut 
gant rug kepada negara dengan dall 
bahwa negara Indonesa telah melakukan 
pelanggaran hak berwsata sebaga hak asas 
manusa. Walaupun terdapat pengaturan yang 
jelas mengena kewajban negara Indonesa 
(Pemerntah dan/atau Pemerntah Daerah) 
dalam pemenuhan hak berwsata sebaga hak 
asas manusa namun tdak ada ketentuan 
yang jelas yang menerangkan tentang saks 
bag negara Indonesa jka tdak memenuh 
kewajbannya tersebut.
2. Permasalahan
Berdasarkan uraan latar belakang yang 
melatarbelakang dlakukannya peneltan 
n, maka terdapat 2 (dua) permasalahan 
yatu:
1. Apakah secara konseptual wsatawan 
dapat menuntut gant rug kepada 
negara dalam katannya terhadap 
pengakuan hak berwsata sebaga 
bagan dar hak asas manusa?
2. Dalam hal bagamanakah tuntutan 
gant rug tersebut dapat dajukan 
kepada negara?
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3. Tujuan Penelitian
a. Tujuan Umum
Untuk mengembangkan pengetahuan 
dbdang hak asas manusa khususnya hak 
berwsata sebaga hak asas manusa terkat 
dengan kemungknan dlakukannya tuntutan 
gant rug oleh wsatawan kepada negara 
Indonesa atas dlanggarnya hak berwsata 
sebaga hak asas manusa.
b. Tujun Khusus
Untuk mengetahu, menelt, 
menganalss dan mencar solus mengena 
permasalahan tentang kemungknan 
dlakukannya tuntutan gant rug oleh 
wsatawan kepada negara Indonesa bla 
terjad pelanggaran hak berwsata sebaga 
hak asas manusa.
II. METODE PENELITIAN
Peneltan n merupakan peneltan 
hukum normatf yang menelt tentang 
tanggung jawab negara Indonesa dalam 
menghormat, melndung dan memenuh 
hak berwsata sebaga hak asas manusa 
serta kemungknan dlakukannya tuntutan 
gant rug oleh wsatawan kepada negara 
jka terjad pelanggaran hak berwsata 
sebaga hak asas manusa berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan 
terkat dengan permasalahan yang 
dbahas. Peneltan n menggunakan jens 
pendekatan berupa pendekatan perundang-
undangan, pendekatan perbandngan dan 
juga pendekatan konsep serta menggunakan 
teknk analss bahan hukum berupa 
teknk analss deskrptf guna membahas 
permasalahan sebagamana sebelumnya 
telah durakan.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Secara konseptual wsatawan dapat 
menuntut gant rug kepada negara 
dalam hal terjad pelanggaran hak 
berwsata yang dlakukan oleh negara
Guna menguj apakah tepat menyatakan 
hak berwsata sebaga hak asas manusa 
maka patut dlakukan pengujan terhadap 
hak berwsata ke dalam elemen-elemen 
dasar penguj hak asas manusa. Adapun 
yang dmaksud dengan elemen dasar penguj 
hak asas manusa sepert yang dkemukakan 
oleh N Ketut Supast Dharmawan dan 
kawan-kawan dalam Jurnal Ilmah Fakultas 
Hukum Vol. 36 No. 2 terdr dar sapa yang 
memlk atau memegang hak tersebut, 
sapa yang wajb memenuh hak tersebut 
dan apakah yang menjad substans dar hak 
tersebut.4  Sejalan dengan pendapat yang 
dkemukakan d atas, Paton menyatakan 
bahwa unsur mutlak terpenuhnya setap 
hak hukum terdr dar the holder of the 
rights (pemegang hak), object of the rights 
(substans dar hak), dan the duty bearer 
(sapa yang berkewajban memenuh hak 
tersebut).5  Hak berwsata merupakan hak 
yang dmlk oleh setap orang sebagamana 
datur dalam ketentuan Pasal 28C UUD NRI 
1945,Pasal 13 dan Pasal 27 UU 39/1999 
dan Pasal 19 UU 10/2009; Negara memlk 
kewajban untuk menghormat, melndung 
dan memenuh hak berwsata berdasarkan 
4 N Ketut Supast Dharmawan, N Made Nurmawat, 
et.al, 2011, The Rght to Toursm dalam Perspektf Hak 
Asas Manusa d Indonesa, Jurnal Ilmah Fakultas 
Hukum: Volume 36 Nomor 2, Denpasar, hlm. 3.
5 Majda El Muhtaj, 2013, Dmens-Dmens HAM 
Mengura Hak Ekonom, Sosal dan Budaya, 
RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 39.
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Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945, Pasal 8 UU 
39/1999 dan Pasal 23 UU  10/2009 tentang 
kewajban Pemerntah dan Pemerntah 
Daerah dalam memberkan layanan 
nformas keparwsataan, perlndungan 
hukum, keamanan serta keselamatan kepada 
wsatawan; hak berwsata berdasarkan Pasal 
20 UU 10/2009 melput hak untuk mendapat 
nformas akurat tentang keparwsataan, 
memperoleh pelayanan sesua dengan 
standar, mendapat perlndungan hukum dan 
keamanan, layanan kesehatan serta asurans 
bag kegatan parwsata yang beresko 
tngg. Melalu uraan tersebut maka dapat 
dnyatakan bahwa hak berwsata merupakan 
hak asas manusa karena hak berwsata 
telah memenuh seg elemen dasar hak asas 
manusa.
Konsep hak berwsata sebaga hak 
asas manusa merupakan konsep hak asas 
manusa menurut hukum atau yang lebh 
dkenal sebaga positif rights yatu hak asas 
yang lahr dar proses pembentukan hukum 
bak secara nasonal maupun nternasonal 
yang mana sangat erat katannya dengan 
teor hukum postf dalam ajaran hak asas 
manusa. Dalam teor hukum postf hak 
asas manusa lahr dar ketentuan hukum dan 
datur dalam peraturan perundang-undangan 
sehngga hak asas setap orang akan dbatas 
oleh hak asas orang lannya maupun oleh 
ketentuan perundang-undangan yang ada6 
sepert yang telah dtegaskan dalam Pasal 
28J UUD NRI 1945. 
Oleh karena hak berwsata merupakan 
hak asas manusa maka berdasarkan Pasal 7 
ayat (1) UU 39/1999 terhadap pelanggaran 
hak asas manusa untuk berwsata dapat 
dlakukan upaya hukum bak nasonal 
maupun dengan forum nternasonal yang 
daku dan mengkat Negara Republk 
Indonesa, terlebh lag jka pelanggaran 
tersebut menmbulkan kerugan bag 
wsatawan. Menurut J.H. Neuwenhus 
sebagamana dkutp oleh Merry Tjoanda 
kerugan dartkan sebaga berkurangnya 
harta seseorang yang dsebabkan oleh 
perbuatan orang lan yang melanggar 
norma bak dalam bentuk wanprestas 
maupun dengan melakukan perbuatan 
melawan hukum.7  Kerugan dalam hukum 
perdata dbag menjad kerugan materal 
dan kerugan mmateral sepert duraan 
dalam ketentuan Pasal 1246 – Pasal 1250 
Ktab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUHPdt).
Mengutp pendapat J.H. Neuwenhus 
tersebut d atas bahwa kerugan merupakan 
suatu sebab maka sangat perlu mengkaj 
apakah kerugan yang dalam oleh wsatawan 
tersebut merupakan sebab yang dakbatkan 
oleh suatu pelanggaran hak berwsata sebaga 
hak asas manusa dan bukan karena kelalaan 
phak lannya sepert phak pengusaha 
parwsata atau karena kelalaan wsatawan 
tu sendr, karena dalam penyelenggaraan 
keparwsataan berdasarkan UU 10/2009 dan 
6 N Ketut Sr Utar, 2013, Pengujian Undang-Undang 
oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
(Perspektf Hak Asas Manusa), (Rngkasan Dsertas) 
Program Doktor Program Stud Ilmu Hukum Fakultas 
Hukum Unverstas Arlangga, Surabaya, hlm.8.
7 Merry Tjoanda, 2010, Wujud Ganti Rugi Menurut 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Sas 
Vol. 16 No. 4., Maluku, http://paparsa.unpatt.ac.d, 
dakses 27 November 2014.
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juga dalam perlndungan konsumen sesua 
ketentuan UU 08/1999 juga datur mengena 
tanggung jawab pelaku usaha (pengusaha 
parwsata) dalam hal terjad kerugan 
wsatawan/konsumen yang dsebabkan 
karena kerusakan, pencemaran atau 
mengkonsums barang dan/atau jasa yang 
dperdagangkan, sehngga sangat dbutuhkan 
untuk menerapkan teor Condition Sine Qua 
Non yang dkemukakan Von Bur bahwa 
sebab merupakan tap syarat yang tdak 
mungkn dhlangkan untuk menmbulkan 
akbat.8  Dalam memperhtungkan kerugan 
harus memenuh beberapa sebab yang 
memlk hubungan kausal sehngga sebab 
tersebut sanggup menmbulkan akbat. 
Dan jka terbukt bahwa kerugan yang 
dsebabkan dkarenakan oleh terjadnya 
pelanggaran hak asas manusa untuk 
berwsata maka wsatawan dapat melakukan 
upaya hukum bak nasonal maupun dengan 
forum nternasonal. Lalu bagamana 
jka seandanya negara yang melakukan 
pelanggaran hak berwsata sebaga hak asas 
manusa.
Pelanggaran hak asas manusa 
berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU 39/1999 
dartkan sebaga perbuatan bak dengan 
sengaja atau tdak sengaja dengan perbuatan 
melawan hukum yang dlakukan oleh 
seseorang atau sekelompok orang maupun 
aparat negara yang dapat mengurang, 
menghalang dan/atau mencabut hak asas 
manusa yang djamn oleh undang-undang 
hak asas manusa (UU 39/1999). Jad 
apabla pelanggaran hak asas manusa telah 
dlakukan oleh aparatur negara yang mana 
negara juga harus bertanggung jawab atas 
pelanggaran tersebut maka wsatawan tetap 
dapat melakukan upaya hukum berdasarkan 
Pasal 7 UU 39/1999 termasuk mengajukan 
tuntutan gant rug kepada Negara karena 
Pasal 7 UU 39/1999 menyatakan bahwa 
setap orang yang merasa hak asasnya 
dlanggar dapat mengajukan upaya hukum. 
Adapun contoh tanggung jawab negara 
terhadap kerugan wsatawan sebaga 
akbat kegagalan negara dalam memberkan 
perlndungan keamanan dan keselamatan 
dapat dlhat dalam kasus Bom d Hotel J.W. 
Marrot. 
Kasus bom d hotel J.W. Marrot 
menunjukkan bahwa negara kut bertanggung 
jawab dengan cara memberkan kompensas 
kepada korban bom J.W. Marrot berdasarkan 
Putusan Pengadlan Neger Jakarta Selatan 
yang dpmpn oleh Sr Mulyan.9  Meskpun 
tdak semua korban bom J.W. Marrot 
merupakan wsatawan namun setdaknya 
mash ada bentuk tanggung jawab yang 
dtunjukkan oleh negara atas kelalaan 
negara dalam melndung keamanan dan 
keselamatan khususnya wsatawan yang 
pada saat kejadan bom J.W.Marrot.
Berdasarkan uraan pembahasan 
d atas dapat dsmpulkan bahwa secara 
konseptual wsatawan dapat menuntut gant 
8 C.S.T. Kansl, 2007, Latihan Ujian Hukum Pidana, 
Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 119.
9 Muhammad Alfath Tauhdllah, 2009, Korban sebagai 
Dampak dari Tindak Pidana Terrorisme: yang Anonim 
dan Terlupakan, Jurnal Krmnolog Indonesa Vol. V 
No. II  Agustus 2009: 19-30., Jakarta, hlm. 28, terseda 
d www.journal.u.ac.d, dakses 21 Oktober 2014.
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rug kepada negara terkat dengan terjadnya 
pelanggaran hak berwsata yang dmlknya 
sebaga bagan dar hak asas manusa. 
2. Keadaan-keadaan yang tergolong 
sebagai pelanggaran hak berwisata 
sebagai hak asasi manusia oleh 
negara Indonesia
Pembahasan mengena keadaan-
keadaan yang tergolong sebaga pelanggaran 
hak berwsata sebaga hak asas manusa 
sangatlah erat katannya dengan pembahasan 
tujuan berwsata, urgens hak berwsata 
d Indonesa, keadaan-keadaan yang 
memungknkan suatu negara khususnya 
negara Indonesa mengenyampngkan 
kewajbannya guna mengetahu seberapa 
pentng kegatan berwsata sehngga dapat 
dkatakan sebaga bagan dar hak asas 
manusa.
J.T. Currant menyatakan motvas 
seseorang untuk berwsata dantaranya 
adalah karena kengnan melhat bangsa-
bangsa lan, kengnan untuk menkmat 
sesuatu yang unk dan berbeda, kengnan 
untuk memperluas wawasan, menghlangkan 
kejenuhan dan rasa stress dar kegatan 
sehar-har, untuk berpetualang atau bahkan 
hanya sekedar untuk menyenangkan hat 
orang lan yang dkash, sehngga menurut 
J.T. Currant tujuan dar berwsata adalah 
untuk mencar kesenangan.10  Sementara tu 
tdak semua orang yang mengunjung daerah 
yang bukan daerah tempat tnggalnya dapat 
dkatakan sebaga wsatawan karena menurut 
UN Convention Concerning Customs 
Facilities for Touring didefinisikan sebagai 
orang yang mengunjung suatu wlayah atau 
negara secara sah dan tdak bertujuan untuk 
bermgras dengan waktu tnggal palng 
sngkat 24 (dua puluh empat) jam dan palng 
lama 6 (enam  bulan) d tahun yang sama.11 
Sehngga seorang mgran gelap dan juga 
seseorang yang transt d bandara d sektar 
wlayah Indonesa tdak dapat dkatakan 
termasuk dalam pengertan wsatawan.
Hak berwsata telah datur dalam 
ketentuan nternasonal berkatan dengan 
hak-hak asas manusa yatu Pasal 24 
DUHAM dan juga Pasal 15 (1) a ICESCR 
dan tergolong sebaga hak ekonom, sosal 
dan budaya (hak ekosob). Menurut Manfred 
Nowak yang mengutp pernyataan Georg 
Jellnek sebagamana telah dterjemahkan 
menyatakan bahwa setap negara dwajbkan 
untuk tdak mengntervens hak-hak spl 
seseorang, sebalknya negara dwajbkan 
untuk bertndak postf untuk pemenuhak 
hak-hak ekosob setap orang.12     
Berdasarkan uraan penjelasan tersebut 
d atas dapat dkemukakan bahwa negara 
harus berperan aktf dalam pemenuhan 
hak berwsata setap orang agar tujuan 
seseorang untuk berwsata yatu untuk 
mencar kesenangan (leisure) dapat tercapa. 
Namun yang menjad permasalahan saat n 
adalah dalam keadaan yang bagamanakah 
10 Oka A. Yoet, 2010, Dasar-Dasar Pengertian 
Hospitaliti dan Pariwisata, Alumn, Bandung, hlm.6.
11 Bambang Sunaryo, 2013, Kebijakan Pembangunan 
Destinasi Pariwisata (Konsep & Aplikasinya di 
Indonesia), Gava Meda, Yogyakarta, hlm.2. 
12 Manfred Nowak, 2003, Introduction to the International 
Human Rights Regime, Martnus Njhoff, Leden, Page 
48.
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negara dapat dkatakan telah melanggar hak 
berwsata sebaga hak asas manusa?
Menurut Pedoman Maastrcht 
pelanggaran hak ekosob dantaranya berupa 
pelanggaran dalam melaksakan salah satu 
kewajban bak tu kewajban melakukan 
tndakan (obligation of conduct) atau 
kewajban untuk mencapa hasl (obligation 
of result), melakukan pembatasan terhadap 
hak-hak yang daku secara dskrmnatf, 
kegagalan dalam mencapa kewajban 
dasar mnmum, kegagalan pemenuhan hak 
ekosob dengan alasan keterbatasan sumber 
daya, melakukan pembaran, dskrmnas 
gender, tdak memenuh hak ekosob serta 
pelanggaran atas tndakan yang dlakukan 
oleh pejabat negara dan/atau pembaran yang 
dlakukan oleh pejabat negara.13  Selan tu 
mengngat bahwa hak berwsata termasuk 
dalam hak ekosob maka ndkator-ndkator 
pemenuhan hak ekosob lannya sepert hak 
kesehatan tentunya dapat dpergunakan 
sebaga acuan dalam menentukan pemenuhan 
hak berwsata. Menurut Mmn Rukmn, 
ndkator pemenuhan hak kesehatan 
terdr dar ketersedaan, keterjangkauan, 
kebertermaan dan kualtas.14  Jka ndkator 
tersebut dmplementaskan kepada 
pemenuhan hak berwsata maka untuk 
menyatakan bahwa hak berwsata telah 
dpenuh perlu adanya ketersedaan fasltas 
atau nfrastruktur keparwsataan yang sesua 
dengan standar dan jumlah yang memada, 
keterjangkauan fasltas keparwsataan 
untuk setap orang tanpa dskrmnas bak 
itu terjangkau secara fisik, ekonomi maupun 
keterjangkauan nformas. Selanjutnya 
penyelenggaraan keparwsataan harus 
dterma secara etka dan budaya yang ada 
d Indonesa dan juga memlk kualtas bak 
mencakup kualtas keamanan, pekerja yang 
ahl dbdangnya serta perlengkapan yang 
telah duj dan daku kualtasnya.
Negara Indonesa setdaknya harus 
memenuh ndkator tersebut d atas 
dalam memenuh hak berwsata dan tdak 
melakukan bentuk-bentuk pelanggaran hak 
sepert durakan dalam Pedoman Maatrcht 
guna menghndar upaya hukum yang dapat 
dlakukan oleh wsatawan atau orang-
orang yang merasa hak berwsatanya telah 
dlanggar. Seperthalnya dalam kasus bob 
J.W.Marrot, Majels Hakm Pengadlan 
Neger Jakarta Selatan memutus bahwa 
Negara kut bertanggung jawab dan wajb 
memberkan kompensas kepada korban 
karena negara danggap telah lala dalam 
memberkan keamanan dan keselamatan 
yang artnya telah melanggar hak seseorang 
untuk rasa aman dan selamat yang salah 
satunya daku dalam hak berwsata.
Adapun menurut Retno Kusnat, 
mplementas tanggung jawab dan komtmen 
suatu negara terhadap pengakuan hak asas 
manusa harus melput: 1) mplementas 
tanggung jawab secara substans hukum 
dengan meratifikasi sejumlah konvensi 
nternasonal dan juga membuat peraturan 
perundang-undangan terkat dengan hak 
asas manusa; 2) secara struktur hukum 
13 Ifdal Kasm, et.al, 2001, Hak Ekonomi, Sosial & 
Budaya, Elsam, Jakarta,hlm. 374.
14 Mmn Rukmn, 2006, Pengantar Memahami Hak 
Ekosob, Pattro, Jakarta, hlm. 29.
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harus bsa menyelesakan kasus pelanggaran 
hak asas manusa serta memenuh hak asas 
yang daku; dan 3) secara budaya hukum 
Negara atau Indonesa harus menunjukkan 
komtmennya dengan merealsaskan hak 
asas manusa yang daku. Jad untuk 
menunjukkan komtmen negara Indonesa 
dalam mengaku hak berwsata sebaga hak 
asasi manusia tidak hanya dengan meratifikasi 
konvens atau membentuk peraturan 
perundang-undangan saja tetap harus harus 
ddukung dengan pengmplementasan dalam 
bentuk penyelesaan kasus-kasus pelanggaran 
hak berwsata dan harus menerapkan 
penghormatan serta perlndungan hak 
berwsata dalam kehdupan sehar-har. 
Memaham hak berwsata sebaga 
hak asas manusa maka sudah sepatutnya 
memaham apakah hak berwsata merupakan 
hak hak yang mutlak harus dpenuh ataukah 
ada keadaan-keadaan yang memungknkan 
hak tersebut untuk tdak terpenuh. Hak asas 
manusa dapat dbag menjad derogable 
rghts yatu hak yang tdak bersfat absolut 
yang boleh dkurang pemenuhannya 
oleh negara dalam keadaan tertentu dan 
non-derogable rghts yatu hak-hak yang 
bersfat absolut yang tdak boleh dkurang 
pemenuhannya oleh negara dalam keadaan 
apapun sepert hak atas hdup (right to life), 
hak bebas dar penyksaan (right to be free 
from torture), hak bebas dar perbudakan 
(right to be free from slavery), hak bebas 
dar penahanan karena gagal memenuh 
perjanjan, hak bebas dar pemdanaan yang 
berlaku surut, hak sebaga subjek hukum, 
hak atas kebebasan berpkr, keyaknan dan 
agama.15  Hak-hak dluar non-derogable 
rights termasuk kedalam derogable rights 
sehngga hak berwsata merupakan hak yang 
tdak mutlak atau absolut harus dpenuh. 
Mengutp pendapat Wardalsa 
mengena teor herark kebutuhan dar 
Abraham Maslow16, kebutuhan manusa 
dbag menjad Basic Needs yang terdr dar: 
1) Psychological Needs sepert kebutuhan 
untuk makan, mnum, strahat dan seks; 
2) Safety Needs sepert kebutuhan atas 
rasa aman, stabl, keteraturan dan adanya 
struktur hukum yang memada; 3) Love 
Needs contohnya kebutuhan akan kash 
sayang dan kebutuhan menjad bagan dar 
suatu kelompok; 4) Esteem Needs sepert 
kebutuhan akan kekuatan, penguasaan dan 
pretse. Selan tu ada pula kebutuhan yang 
dsebut sebaga Self Actualisation Needs 
yang tergolong sebaga Metaneeds dmana 
kebutuhan berwsata termasuk d dalamnya. 
Berdasarkan teor herark kebutuhan, 
kebutuhan manusa dpandang membentuk 
suatu susunan berjenjang atau herark 
yang mana setap jenjang kebutuhan dapat 
terpenuh jka jenjang kebutuhan yang lebh 
rendah telah terpuaskan, dengan kata lan 
jenjang kebutuhan untuk berwsata yang 
termasuk kedalam Metaneeds baru dapat 
terpenuh jka Basic Needs sudah terpuaskan. 
Sehngga dapat dpaham jka hak berwsata 
15 Suparman Marzuk, 2013, Perspektif Mahkamah 
Konstitusi tentang Hak Asasi Manusia, Jurnal Hukum 
Yudsal Vol. 6 No. 3, Koms Yudsal Republk 
Indonesa, Jakarta, hlm. 197, terseda d www.
komsyudsal.go.d, dakses 12 November 2014.
16 Wardalsa, 2012, Teori Hirarki Kebutuhan, terseda 
d webste http://wardalisa.staff.gunadarma.ac.id., 
dakses 24 Desember 2014.
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bukanlah merupakan suatu kebutuhan dasar 
yang harus dpenuh.
Oleh karena hak berwsata termasuk 
dalam hak yang tdak mutlak harus dpenuh 
dan juga kebutuhan berwsata bukan 
merupakan kebutuhan yang bersfat mendasar 
maka dalam keadaan tertentu negara dapat 
mengenyampngkan pemenuhan hak 
berwsata khususnya dalam keadaan darurat. 
Negara dalam keadaan darurat atau negara 
dalam keadaan menghadap ancaman hdup 
dan mat sehngga harus melanggar prnsp-
prnsp yang danutnya sendr. Berdasarkan 
ketentuan Peraturan Pemerntah Penggant 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 
tentang Keadaan Darurat (PP Penggant 
UU 23/1959) keadaan darurat dapat terjad 
karena keamanan dan ketertban hukum d 
Indonesa terancam oleh pemberontakan, 
kerusuhan dan bencana alam sehngga 
dtakutkan tdak dapat dselesakan dengan 
alat-alat perlengkapan basa; tmbulnya 
perang atau perebutan wlayan Indonesa 
dengan cara apapun serta kehdupan negara 
dalam keadaan bahaya atau adanya gejala-
gejala yang mengancam kehdupan negara.17 
Jad jka negara dapat membuktkan 
bahwa pelanggaran hak berwsata ataupun 
tdak terpenuhnya kebutuhan berwsata 
dsebabkan karena negara dalam keadaan 
darurat maka tuntutan kerugan yang dajukan 
oleh wsatawan dapat dkesampngkan.
IV. PENUTUP 
1. Simpulan
Berdasarkan uraan pembahasan d 
atas dapat dsmpulkan sebaga berkut:
1) Secara konseptual wsatawan dapat 
mengajukan tuntutan gant rug kepada 
negara selama wsatawan mampu 
membuktkan bahwa kerugan yang 
dalamnya dsebabkan karena negara 
telah melakukan pelanggaran terhadap 
hak berwsata yang dmlknya.
2) Tuntutan gant rug oleh wsatawan 
dapat dajukan ketka wsatawan 
mampu membuktkan jka negara 
telah melakukan pelanggaran hak 
sebagamana durakan dalam 
Pedoman Maastrcht dan negara tdak 
mampu membuktkan jka pelanggaran 
tersebut terjad karena negara dalam 
keadaan bahaya atau darurat.
2. Saran
Adapun saran yang dapat dberkan 
berkatan dengan pembahasan dalam 
peneltan n adalah:
1. Sebelum mengajukan tuntutan gant 
rug kepada negara ada baknya jka 
wsatawan benar-benar memaham 
penyebab dar kerugan yang 
dalamnya karena tdak menutup 
kemungknan bahwa kerugan tersebut 
adalah kerugan yang dakbatkan 
karena kesalahan atau kelalaan 
pengusaha parwsata atau karena 
kesalahan prbad dar wsatawan, 
sehngga sangat mempengaruh bentuk 17 Jmly Asshddqe, 2008, Hukum Tata Negara Darurat, 
Rajawal Pers, Jakarta, hlm.58.
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pertanggungjawaban yang harus 
dberkan.
2. Dalam mengajukan tuntutan gant 
rug kepada negara dharapkan agar 
wsatawan juga telah menyapkan 
bukt-bukt yang menunjukkan atau 
mendukung dall yang menyatakan 
bahwa kerugan yang dalamnya 
merupakan akbat dar pelanggaran 
hak berwsata yang dlakukan oleh 
negara.
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